RANCANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :        TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

(E-PROCUREMENT)


BAPPENAS

2004

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :         TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengadaaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bagian yang penting dalam rangka peningkatan efisiensi manajemen keuangan negara;

b. bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah  dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara elektronik akan lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien;

c. bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik sejalan dengan sistem pengadaan barang / jasa praktek secara internasional dan dalam rangka mempersiapkan para pelaku usaha  untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global;

d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Mengingat

:
1. 
Pasal 4. ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah  diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor     , Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor     );

Memperhatikan :
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 2003 Tentang    Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Dengan IMF (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor     , Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor     );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
:
Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

BAB i

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian Istilah 

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi melalui media komunikasi elektronik.
2. e-Procurement adalah sistem pengadaan barang / jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi e-Tendering, e-Purchasing;.

3. e-Tendering adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;

4. e-Purchasing adalah pengadaan barang yang pelaksanaannya dilakukan dengan pembelian langsung secara elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, yang meliputi e-Catalog dan Reverse Auction;

5. e-Catalog adalah pengadaan barang yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang berdasarkan  informasi yang dipublikasikan oleh produsen, dan penjual secara elektronik yang antara lain berisi nama, tempat, biaya, citra (image) mengenai Produk Barang dan Jasa.

6. Reverse Auction adalah

7. Portal e-Procurement adalah sistem e-Procurement terpusat berbasis web dimana seluruh pihak yang terkait akan berinteraksi dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa.

8. Agency Management Sistem adalah sistem pengelolaan data dan informasi instansi pemerintah yang terdaftar di dalam sistem.

9. Vendor Management Sistem adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyedia barang/jasa yang terdaftar di dalam sistem.

10. Pengguna Barang/Jasa adalah Menteri/Pimpinan Lembaga Kepala Badan/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Panglima TNI/Gubernur/Bupati/Walikota/ Gubernur BI/Direksi BUMN/BUMD sebagai pemilik pekerjaan.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan  yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
12. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna  barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 

13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa  dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

14. Administrator Sistem adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melakukan pemeliharaan terhadap sistem e-Procurement.

15. Administrator Sistem Utama adalah administrator yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keseluruhan sistem e-Procurement.

Administrator Sistem Utama adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keseluruhan sistem e-Procurement.

16. Administrator Sistem Instansi adalah administrator yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem e-Procurement di setiap Instansi.

17. Administrator Sistem Penyedia Barang/Jasa adalah administrator yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem e-Procurement di pihak penyedia barang/jasa.

18. Sistem Keamanan  adalah komponen-komponen yang digunakan dalam pengamanan sistem terhadap data, koneksi jaringan dan infrastruktur sistem secara fisik dan lain sebagainya.

19. Penyedia Layanan (Service Provider) e-Procurement adalah  pihak yang mempunyai fasilitas dan kemampuan mengoperasikan sistem e-Procurement. 

20. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

21. Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas dan statusnya sebagai subyek hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan infrastruktur kunci publik (tanda tangan digital), biometrik, kriptografi simetrik (tanda tangan ini harus ada back up tertulisnya)

22. Sertifikasi elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.  (sertifikat ini harus ada back up tertulisnya).
23. Penandatangan adalah subyek hukum yang keberadaannya terwakili dengan tanda tangan elektronik.  (Perlu diperjelas siapakah penandatangan ini pengguna dan penyedia saja atau yang lainnya)

24. Lembaga sertifikasi keandalan (trustmark) adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan audit dan mengeluarkan sertifikat keandalan atas pelaku usaha dan produk berkaitan dengan kegiatan perdagangan elektronik.
25. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang menyelenggarakan pembuatan tanda tangan elektronik untuk penandatangan dan memastikan identitas dan status subyek hukum penandatangan tersebut selama berlakunya tanda tangan elektronik (Apakah ini sebaiknya dipegang oleh pemerintah sebagai pengguna barang/jasa karena terkait menilai sah tidaknya tanda tangan para pihak (kewenangan pemerintah tidak boleh dilepaskan ke swasta)). 

Badan/Lembaga  pemerintah yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang menyelenggarakan pembuatan tanda tangan elektronik untuk penandatangan dan memastikan identitas dan status subyek hukum penandatangan tersebut selama berlakunya tanda tangan elektronik.

26. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. 

27. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh seseorang.  (kurang jelas maksudnya harus diperjelas)

28. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri dan atau
dalam jaringan.

29. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya.

30. Penerima adalah subyek hukum yang menerima suatu informasi elektronik dari pengirim.

31. Pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan informasi elektronik

32. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua atau lebih sistem elektronik baik yang bersifat tertutup maupun yang bersifat terbuka.

33. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

34. Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

35. Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya 

36. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh Pemerintah dan atau swasta. 

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik.

(2) Tujuan diberlakukan Keputusan Presiden ini adalah :

a. untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga tujuan pemerintah untuk mendapatkan barang/jasa yang diperlukan dengan harga yang sama atau lebih rendah dari harga pasar dengan tanpa mengabaikan kualitas dan kuantitas, waktu penyerahan sebagaimana yang disyaratkan dan segera dapat diwujudkan.  

b. untuk lebih menjamin persamaan kesempatan, peningkatan kapasitas  dan hak yang sama setiap warga negara dan pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global menyediakan barang/jasa dapat mengikuti proses pengadaan. 

Bagian Ketiga

Prinsip Dasar

Pasal 3
 

Prinsip dasar pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Keempat

Kebijakan Umum

Pasal 4
 

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : 

a. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;

b. mewajibkan setiap kementrian/LPND dan pemerintah provinsi mengembangkan penyelenggaraan  pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

Bagian Kelima

Etika Pengadaan

Pasal 5

Etika bagi pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, penyedia layanan elektronik dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : (perlu ada pengaturan lebih lanjut sebagai jabaran etika)
 

a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (user id dan password) para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan untuk umum; (perlu ada penjelasan)

c. tidak mengganggu, mengacaukan, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; 

d. tidak mencuri informasi, memanipulasi data, berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan;

e. Mematuhi ketentuan dan  peraturan perundang-udangan yang berlaku dalam  pengadaan barang/jasa  secara elektronik.

Bagian Keenam
Ruang Lingkup

Pasal 7

(1) Keputusan Presiden ini berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang sebagian dan atau seluruhnya mempergunakan dana APBN/APBD termasuk pengadaan barang/jasa yang dananya dibiayai dari perolehan lainnya yang sah; 

(2) Keputusan Presiden ini  berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Luar Negeri (PHLN) Pemerintah  sepanjang tidak diatur lain dalam pedoman (guideline) dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah; 

(3) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dibiayai dengan dana APBN/perolehan lainnya yang sah, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini; 

(4) Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Keputusan Direksi BUMD yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dibiayai dengan dana APBD/perolehan lainnya yang sah harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

(5) Khusus untuk pengadaan jasa pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara bertahap 

penjelasan : pentahapan pelaksanaan pengadaan jasa secara elektronik ditetapkan oleh Menteri/Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Dewan Gubernur BI/Gubernur/Bupati/Walikota/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD
BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

SECARA   ELEKTRONIK

Bagian Pertama 

Para Pihak

Pasal 8

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik adalah :

1. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran;

2. Penyedia barang/jasa.

3. Penyelenggara layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik :

a. Unit instansi pemerintah

b. Swasta nasional penyedia layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik

Penjelasan :

· Definisi mengenai swasta nasional dilihat dari UU Penanaman Modal

· Instansi pengguna barang/jasa dapat menyediakan layanan pengadaan barang/jasa secara  elektronik. (apa masih relevan?)

Bagian Kedua 

Persyaratan Para Pihak 

Paragraf Pertama 

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 9

Persyaratan kuasa pengguna anggaran pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paragraf Pertama 

Panitia/Pejabat Pengadaan

Pasal 10

(1) Persyaratan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan minimal satu anggota panitia/pejabat pengadaan tersebut memahami dalam bidang teknologi informasi dan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

Penjelasan: 

kompetensi IT itu apa ?

(2) Tata cara pengangkatan panitia pengadaan berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
Paragraf Kedua 

Persyaratan Penyedia  Barang/Jasa 

Pasal 11

Persyaratan penyedia barang/jasa secara elektronik berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : 

1. mendaftarkan diri kepihak penyelenggara atau ke pihak yang memiliki otorisasi pengesahan sistem manajemen informasi penyedia barang/jasa di sektor atau daerah yang bersangkutan;

2. melengkapi informasi yang diberikan pada saat registrasi dengan dokumen  manual sesuai dengan persyaratan administrasi prakualifikasi tender;

3. melewati proses validasi secara elektronis sehingga sah menjadi penyedia barang/jasa untuk diundang oleh pengguna atau penyelenggara pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

4. dapat mengakses penyelenggaraan sistem pelayanan baik dengan infrastruktur sendiri atau infrastruktur publik.

Paragraf Ketiga 

Persyaratan dan Penetapan  Penyelenggara Layanan 

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Pasal 12

(1) Persyaratan Penyelenggara Layanan Sistem pengadaan barang/jasa instansi pemerintah adalah : 

1. Memiliki sumber daya, dan  infrastruktur teknologi informasi yang berupa perangkat keras, lunak, jaringan yang dapat menjamin akses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2. Memiliki sistem aplikasi pengadaan barang/jasa yang memenuhi :

a. kemampuan melakukan registrasi dan memvalidasi seluruh informasi tentang administrasi vendor secara otomatis, sehingga memisahkan vendor yang memiliki keterkaitan kepemilikan dalam satu kategorisasi penyedia barang tertentu.

b. Memiliki sistem aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektonik yang memenuhi kaidah pengadaan barang/jasa sesuai kepres No. 80 tahun 20003.

3. Memiliki sistem yang mengikuti kaidah keamanan teknologi informasi dan telah lulus audit yang dibuktikan dengan sertifikat sistem dari lembaga sertifikasi. (ada penjelasannya dilihat di lampiran/penjelasan)

a. Lembaga sertifikasi ini adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan mempunyai SDM CISA

b. Sebelum terlaksana oleh lembaga sertifikasi,sertifikasi dilakukan secra profesional oleh konsultan audit sistem yang mempunyai sertifikat CISA dibawah kordinasi Menkominfo.

4. Memiliki sistem yang dapat menyimpan data selama paling tidak 10 tahun dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang setiap saat.
(2) Persyaratan Penyelenggara Layanan Sistem pengadaan barang/jasa Swasta nasional  sesuai dengan persyaratan pada ayat (1) pasal ini dan harus badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan dan menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia
Pasal 13

(1) Apabila pengguna anggaran akan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik maka perlu terlebih dahulu menetapkan Penyelenggara Layanan Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(2) Apabila pengguna anggaran menetapkan penyelenggara layanan sistem pengadaan barang/jasa dari  swasta, maka prosedur pemilihan penyelenggara layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik tersebut berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga

Tugas  Para Pihak

Paragraf Pertama 

Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 14

Tugas pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  dan mendukung terselenggaranya koordinasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan kementerian yang membina bidang usaha di sektor yang terkait. 

Paragraf Kedua

Kewajiban Penyedia Barang/Jasa

Pasal 15
Kewajiban penyedia barang/jasa pada pengadaan barang/jasa secara elektronis adalah sebagai berikut:

1. Merespon/menanggapi setiap permintaan penawaran yang dilakukan oleh pihak pengguna atau penyelenggara pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

2. Memperbaharui setiap saat informasi tentang penyedia barang/jasa jika terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan, perkiraan harga barang (jika ada) dan data atau informasi lain yang dianggap perlu didalam database penyelenggara pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Paragraf Ketiga 

Kewajiban Penyedia layanan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik.

Pasal 16

Kewajiban penyedia layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Menjamin sistem  pelayanan pengadaan barang/jasa beroperasi secara menerus dan memenuhi standar keamanan teknologi informasi terkini.
2. Melakukan proses manajemen informasi dan validasi secara elektronik penyedia barang/jasa, sehingga penyedia barang/jasa yang terdapat dalam sistem sah mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik.

3. Melakukan koordinasi dan pertukaran informasi mengenai penyedia barang/jasa dan barang/jasa dengan pihak penyedia atau penyelenggara lain yang memiliki karakterisitk barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang sama.

4. Menyimpan, memback-up dan memelihara data untuk masa paling tidak 10 tahun.

BAB III

SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Pertama 

Tahap Persiapan

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektonik perlu dilakukan persiapan sebagai berikut :

1. Penyelenggara layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik harus : 

a. mempersiapkan sistem dan prosedur yang akan digunakan. 

b. Pemberian kode autentifikasi bagi seluruh pengguna sistem pangadaan barang dan jasa secara elektronik.  

2.
Kuasa pengguna anggaran harus :

a. Mengesahkan data base penyedia barang/jasa yang sudah divalidasi oleh penyedia layanan sistem pengadaan barang/jasa elektronik.

Bagian Kedua

Aplikasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik  harus dilengkapi dengan aplikasi pendukung yang  terdiri dari :

1. Sistem pengelolaan informasi penyedia barang/jasa, sistem yang memiliki kemampuan melakukan registrasi dan memvalidasi seluruh informasi tentang administrasi vendor secara otomatis, sehingga memisahkan vendor yang memiliki keterkaitan kepemilikan dalam satu kategorisasi penyedia barang tertentu.

2. Sistem pengelolaan informasi barang/jasa, sistem untuk mengelola data dan informasi barang/jasa yang terdiri dari spesifikasi barang/jasa, perkiraan harga atau informasi lain yang lebih rinci.

3. Sistem pengelolaan informasi  penggunaa atau penyelenggara , sistem untuk pengelolaan data dan informasi instansi pemerintah, pengguna atau penyelenggara pengadaan barang/jasa secara elektronik terutama di sektor yang memiliki karakter barang atau penyedia/barang yang sama. 
4. Sistem pengelolaan transaksi, sistem untuk memfasilitasi transaksi barang dan pembayaran secara aman baik langsung maupun melalui bank perantara.  

Bagian Ketiga 

Sistem Pengelolaan Informasi Penyedia Barang/Jasa

Pasal 19

Sistem pengelolaan informasi penyedia barang/jasa merupakan sistem yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang fungsinya meliputi :

1. Menangani fungsi registrasi administrasi penyedia barang/jasa seperti data alamat, status kepemilikan,kondisi keuangan,kontak person,jenis barang yang disediakan,perkiraan harga barang dan data atau informasi lain yang dianggap perlu.

2. Melakukan validasi sehingga dapat memisahkan vendor yang memiliki keterkaitan kepemilikan dalam satu kategorisasi penyedia barang /jasa tertentu, sehingga dapat menghasilkan suatu daftar vendor yang siap dan sah melakukan e-tender (elligible vendor).
3. Melakukan emutahiran dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa sehingga dapat menghasilkan suatu daftar penyedia barang yang memiliki kriteria, baik,sedang atau buruk dimasing-masing pengguna barang/jasa.
4. Validasi daftar penyedia barang/jasa (elligible vendor) dilakukan oleh instansi yang membina penyedia barang/jasa pada sektor tersebut
Bagian Keempat

Sistem Pengelolaan Informasi Barang/Jasa  

Pasal 20

Sistem pengelolaan informasi  barang/ jasa merupakan sistem yang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Mengelola data dan informasi tentang spesifikasi barang/jasa dalam suatu standard katalog yang dapat dimengerti atau sesuai dengan sektor terkait.

2. Mengelola data dan informasi perkiraan harga, atau data pembelian sebelumnya barang/jasa sebagai referensi pembelian berikutnya.

3. Informasi tentang barang dan harga yang terdapat di dalam sistem pengelolaan informasi barang/jasa dapat dijadikan sebagai salah satu referensi harga pada e-tender.
Bagian Keempat

Sistem Pengelolaan Informasi  Pengguna Anggaran 

Atau Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 21
Sistem pengelolaan informasi  pengguna atau penyelenggara  merupakan sistem yang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Mengelola data dan informasi tentang spesifikasi barang/jasa dalam suatu standard katalog yang dapat dimengerti atau sesuai dengan sektor terkait.

2. Mengelola data dan informasi perkiraan harga, atau data pembelian sebelumnya barang/jasa sebagai referensi pembelian berikutnya.

3. Informasi tentang barang dan harga yang terdapat di dalam sistem pengelolaan informasi barang/jasa dapat dijadikan sebagai salah satu referensi harga pada e-tender.
Bagian Kelima

Metoda Pemasukan Penawaran

Pasal 22

Metoda  pemasukan   penawaran dilakukan sebagai berikut :
1. satu sampul (e-tender), memasukan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran melalui e-tender dan evaluasi dilakukan bersamaan

2. Dua sampul (e-auction), memasukan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran, setelah evaluasi teknis dilakukan kemudian diikuti dengan penawaran harga hingga batas waktu yang ditetapkan pengguna barang/jasa.

Bagian Keenam 

Metoda Evaluasi

Pasal 23

Metoda  evaluasi pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan sesuai dengan kaidah pada Keppres 80 tahun 2003.
Bagian Ketujuh 

Kontrak

????
Pasal 24

1. Jenis kontrak  pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Jenis kontrak yang dipilih berikut rancangan kontrak harus sudah tersedia pada saat undangan pengadaan dikeluarkan dan dapat diakses oleh calon penyedia barang/jasa. 

Bagian Kedelapan 

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 

Pasal 25

Prosedur pengadaan  barang/jasa secara elektronik dilakukan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang secara paket
2. Pengadaan barang secara satuan
3. Pengadaan dengan cara reverse-auction
Paragraf Pertama

Pengadaan Barang Secara Paket

Pasal 26

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan cara paket 

meliputi hal sebagai berikut :

1. Barang/jasa dapat dikumpulkan dalam suatu paket yang siap ditawarkan kepada penyedia barang/jasa

2. Penyedia barang/jasa dapat memberikan penawaran terhadap semua atau sebagian item yang terdapat dalam paket penawaran.

Paragraf Kedua

Pengadaan Barang Secara Satuan

Pasal 27

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan cara satuan

meliputi hal sebagai berikut :

1. Barang/jasa dapat ditawarkan  secara satuan  kepada penyedia barang/jasa

2. Penyedia barang/jasa dapat memberikan penawaran terhadap semua item yang terdapat dalam paket penawaran.

Paragraf Ketiga

Pengadaan Barang Dengan Acuan Harga Terbuka 

????
Pasal 28

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan acuan harga terbuka sebagai berikut.

1. Pengadaan dapat dilakukan dengan secara paket atau harga satuan

2. Sebelum penawaran pihak pengguna memberikan acuan harga awal secara terbuka sebagai referensi penawaran kepada semua penyedia barang/jasa 

3. Penyedia barang dan jasa melakukan menawaran terus menerus hingaa batas waktu pe

Bagian Keempat 

Metoda Penyelenggaran Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 

Pasal 22

???
Metoda penyelenggaran pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dapat dilakukan dengan cara :

1. E-Market place, pengguna atau penyelenggara bergabung dengan pennguna atau penyelenggara lain pada satu penyedia layanan yang memiliki data penyedia barang/jasa dan katalog barang yang sejenis. 

2. Buyer side ,pengguna atau penyelenggara melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menyediakan sdm dan infrastruktur sendiri. 

Bagian Kesembilan 

Kontrak

?????
Pasal 29

Ketentuan pengaturan Kontrak pengadaan barang/jasa berpedoman pada  ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pusat Informasi Pengadaan/Jasa Secara Elektronik Nasional

Pasal 30

Untuk menjamin sebaran informasi, semua informasi pengumuman tender baik yang manual maupun elektronik :

1. Diumumkan secara elektronik diportal masing-masing sektor dan daerah provinsi.

2. Semua informasi (1) akan di link ke sebuah pusat informasi pengadaan barang /jasa nasional yang dikelola oleh badan pengawas pengadaan barang/jasa nasional (LPKPP???)

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 31

Tatacara pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah sebagai berikut :

1. Laporan disampaikan oleh masing-masing penyelenggara kepada  instansi pembina dimasing sektor atau wilayahnya.

2. Masing-masing pembina memberikan laporan kepada instansi pengawas pengadaan barang/jasa nasional (LPKPP???)

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengaduan Pelanggaran  

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 32

Tatacara pengaduan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah sebagai berikut :

1. Laporan pengaduan disampaikan oleh masing-masing pihak yang mengetahui adanya pelanggaran kepada instansi pembina dimasing-masing sektor atau wilayahnya.

2. Masing-masing pembina memberikan laporan kepada instansi pengawas pengadaan barang/jasa nasional (LPKPP???)

Bagian Keempat

Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 33

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah sesuai dengan Keppres 80/2003.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 34
(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik: BPKP, LPKPP,dan badan Pembina penyedia barang/jasa di instansi terkait.

(2) Semua instansi pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar Keputusan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
(2)
Semua instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan instansinya termasuk upaya peningkatan pendayagunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil/Koperasi.

(3)
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada pimpinan instansinya.

(4)
Semua instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal Tahun Anggaran dan perkembangan pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35
(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran segera setelah pengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.

(3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.

(4) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan panitia pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Unit pengawasan internal pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 36
(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa dikenakan sanksi berupa tindakan :

a.
administrasi;

b.
tuntutan ganti rugi/gugatan perdata

c.
pengaduan tindak pidana.

(2) Bagi Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran serta anggota panitia pengadaan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Keputusan Presiden ini yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dikenakan tindakan dan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain;

c. Melakukan penyalahgunaan kode akses sehingga  merugikan, menghambat, mengganggu pihak lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

d. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

e. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan; 

f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;

g. mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain.

(4) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang bersangkutan.

(5) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada:

a.
Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN/BUMD/Pimpinan BHMN;

b.
pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan;

c.
asosiasi perusahaan/profesi yang menerbitkan sertifikat penyedia barang/jasa.

(6) Kepada perusahaan besar/menengah yang terbukti menyalahgunakan kesempatan dan atau kemudahan yang diperuntukkan Usaha Kecil/Koperasi setempat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Bagian Keempat

Sanksi Karena Keterlambatan

Pasal 37

(1)
Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan tersebut sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak tertentu berkenaan dengan sifat pekerjaannya dan maksimum sebesar jaminan pelaksanaan.

(2)
Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan bersangkutan, dan atau tuntutan ganti rugi.

(3)
Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa yang besarannya ditetapkan dalam kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan  dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kelima

Pendayagunaan Peran Serta Usaha Kecil/Koperasi
Pasal 38

(1) Pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- hanya untuk usaha kecil kecuali secara teknis usaha kecil tidak mampu mengerjakan.

(2) Dalam meningkatkan daya saing untuk Usaha Kecil/Koperasi dengan menyediakan prasarana jaringan oleh instansi terkait yang dapat membantu Usaha Kecil/Koperasi untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB V

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 39
(1) Pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kondisi instansi pemerintah yang bersangkutan, semua instansi pemerintah harus sudah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2007 untuk wilayah Jawa dan tahun 2010 untuk luar Jawa.

(2) Oleh karena itu berdasarkan ayat (1) pasal ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dan manual, pada hal-hal tertentu sudah dapat dilakukan secara elektronik dan pada hal lainnya masih perlu dilaksanakan secara manual.

(3) Sebelum diterbitkannya peraturan perudangan yang mengatur kerahasiaan dan keaslian dokumen elektronik, maka Keputusan Presiden ini menjadi acuan bagi pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik.  

BAB VI

PENUTUP

Pasal 40
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka semua ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan presiden ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

(1) Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal            Juli 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

LAMPIRAN

Persyaratan umum sistem penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

1. Server

· Memiliki processor yang mampu melayani pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan kecepatan yang diperlukan 

· Kapasitas RAM disesuaikan dengan operating sistem dan jumlah pengguna / penyedia jasa yang akan tersambung ke server

· Memiliki media backup data yang memadai untuk kapasitas penyimpan data terpasang

· Tersedia Backup Server di lokasi Data Center

· Memiliki sistem untuk penangkalan gangguan virus terkini

2. Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

· Memiliki fungsi layanan untuk pembeli / pengguna barang dan penjual / penyedia barang
· Memiliki fungsi untuk mengumumkan tender secara elektronik ke masyarakat umum atau penyedia barang terpilih
· Memiliki fungsi otorisasi pengguna untuk personalisasi sistem di pengguna yang berbeda
· Memiliki fungsi untuk kategorisasi barang dan kategorisasi penyedia barang/jasa serta system yang dapat memvalidasi dan melakukan penilaian evaluasi penyedia barang/jasa secara elektronik
· Memiliki fungsi untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan mematuhi sistem / metoda pengadaan barang sebagaimana dijelaskan dalam Keppres 80/2003
· Memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi penawaran elektronik, minimal untuk penentuan harga dan hal-hal yang bisa dikuantitatifkan. 
3. Sistem Basis Data

· Menggunakan sistem basis data RDBMS (Relational Database Management System) terkemuka dan terkini
· Menggunakan basis data dengan kapasitas yang disesuaikan dengan jumlah pengguna dan penyedia barang untuk dapat terlaksana akses dan transaksi yang memadai dan responsif
· Memiliki kemampuan interoperability, scalability, interchangeable
· Memiliki kemampuan data encription and decription
4. Sistem Jaringan dan Koneksi ke Internet

· Memiliki koneksi ke jaringan internet dengan bandwidth yang memadai untuk akses seluruh pengguna dan penyedia barang
· Memiliki backup koneksi untuk meningkatkan kehandalan sistem
· Memiliki sistem keamanan jaringan untuk penangkalan akses dari pihak yang tidak berhak (unauthorised user)
· Memiliki sistem penangkalan serangan jaringan (intrution detection system)
5. Sistem Keamanan Data

· Memiliki sistem otentifikasi berbasis Public Key Infrastructure (PKI)
· Memiliki sistem dan prosedur baku untuk manajemen kata kunci (pasword management)
· Memiliki prosedur keamanan sistem bertingkat baik di tingkat pengguna / penyedia barang, maupun administrator penyedia jasa layanan perdanganan secara elektronik
6. Sistem Backup dan Recovery

· Memiliki sistem prosedur backup & recovery untuk data dan sistem
· Menyimpan media backup di lokasi data center yang berbeda
· Menggunakan teknologi backup dan recovery yang memadai disesuaikan dengan operating system dan sistem basis data
7. Data Center

· Sistem Server dan Perangkat Jaringan diletakkan di lokasi Data Center yang memungkinkan akses 7 x 24 jam oleh Pengguna / Penyedia Jasa
· Memiliki sarana penunjang listrik, power backup, AC yang memadai sesuai dengan kebutuhan Server dan Perangkat Jaringan
· Memiliki sistem pengelolaan Data Center yang melindungi sistem dari akses pihak yang tidak berhak (unauthorised user)
· Didukung system administrator yang tersedia 7 hari seminggu  24 jam dalam sehari (redaksi masih perlu disempurnaan)
8. Manajemen Konfigurasi

· Memiliki sistem & prosedur baku untuk pengelolaan konfigurasi sistem sehingga setiap perubahan konfigurasi selalu terdokumentasi
· Seluruh sistem memiliki log / catatan yang menyimpan semua histori transaksi 
9. Audit Sistem Informasi

· Sistem Pengadaan Barang Secara Elektronik wajib dilakukan audit sistem informasi secara periodik minimum 2(dua) tahun sekali.
10. Manajemen Resiko

· Memiliki standar dan prosedur baku untuk pengelolaan resiko
· Memiliki prosedur baku untuk pengelolaan FRAUD (perlu ada penjelasan)
11. Pengelolaan Sistem

· Wajib terdokumentasi standar & prosedur pengelolaan sistem perdagangan elektronik yang mencakup 10 aspek di atas
· Tersedia system administrator untuk operasional 7 x 24 jam
· Tersedia tenaga pendukung engineering (system engineer) untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem, baik komputer maupun jaringan
· Tersedia tenaga software engineering (software engineer) untuk secara terus menerus menyempurnakan sistem dan menghilangkan error dan bug
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